
Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATIKUTAITIMUR

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATIKUTAITIMUR

NOMOR 8 TAHUN2019

TENTANG

PENYELENGGARAANIMUNISASI

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIKUTAITIMUR,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dan melindungi masyarakat dari penyakit yang

dapat dicegah maka diperlukan kegiatan penyelenggaraan

Imunisasi;

b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua

pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Imunisasi, maka

diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Imunisasi;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Imunisasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam

penyelenggaraan Imunisasi di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Imunisasi;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten

Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang

Penanggulangan Wabab Penyakit Menular (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN: ...



Menetapkan PERATURAN

lMUNISASI.
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MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan

di bidang kesehatan.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementrian Kesehatan

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit.

8. Imunisasi adalah Suatu upaya untuk menimbulkarr/meningkatkan

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga hila

suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya

mengalami sakit ringan.

9. Penyelenggaraan Imunisasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Imunisasi.

10. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme

yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau

bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi

toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya.

yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesiflk

terhadap penyakit tertentu.

11. Imunisasi '"



4

11. Imunisasi Program adalah Imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang

sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang

bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah

dengan Imunisasi.

12. Imunisasi Pilihan adalah Imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang

sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan

dari penyakit tertentu.

13. Auto Disable Syringe yang selanjutnya disingkat ADS adalah alat suntik

sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan Imunisasi.

14. Safety Box adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung

sementara limbah bekas ADS yang telah digunakan dan harus memenuhi

persyaratan khusus.

15. Cold Chain adalah sistem pengelolaan Vaksin yang dimaksudkan untuk

memelihara dan menjamin mutu Vaksin dalam pendistribusian mulai dari

pabrik pembuat Vaksin sampai pada sasaran.

16. Peralatan Anafilatik adalah alat kesehatan dan obat untuk penanganan syok

anafilatik.

17. Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi adalah formulir pencatatan dan

pelaporan yang berisikan cakupan Imunisasi, laporan KIPI, dan logistik

Imunisasi .

. 18. Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat Bias adalah

kegiatan secara nasional meliputi pemberian Imunisasi pada anak sekolah

tingkat dasar dilaksanakan satu kali setahun pada setiap bulan agustus

untuk Imunisasi campak dan bulan November untuk Imunisasi DT dan Td.

19. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah segala

usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik pada

setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK sampai dengan

SMA/SMK/MA

20. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta

melakukan peninjauan, percobaan dengan tujuan memperoleh jawaban atas

pertanyaan tentang peristiwa sebab atau khasiat.

21. Kejadian lkutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah

kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Imunisasi.

22. Pusat ...
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22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan Iebih

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah keIjanya.

23. Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi yang selanjutnya disebut Komnas PP KIPI adalah komite

independen yang melakukan pengkajian untuk penanggulangan kasus KIPI

di tingkat nasional.

24. Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi yang selanjutnya disebut Komda PP KIPI adalah kornite

independen yang melakukan pengkajian untuk penanggulangan kasus KIPI

di tingkat Daerah provinsi.

25. Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan lkutan Pasca Imunisasi

yang selanjutnya di sebut Pokja adalah Kelompok Kerja Independen yang

melakukan pengkajian untuk penanggulangan kasus KIPI di tingkat Daerah

kabupaten.

BABIl
RUANGUNGKUP

Pasal2

Ruang lingkup Penyelengaraan Imunisasi meliputi:

a. jenis Imunisasi;

b. Penyelenggaraan Imunisasi Program;

c. Penyelenggaraan Imunisasi Pilihan;

d. pemantauan dan penanggulangan KIPI;

e. pembentukan Pokja;

f. penelitian dan pengembangan;

g. peran serta masyarakat;

h. pencatatan dan pelaporan;

1. pembinaan dan pengawasan; dan

j. pemberian sertifikat.

BAB II ...
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BAB III

JENIS IMUNISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal3

(1) Jenis Imunisasi dikelompokan menjadi Imunisasi Program dan Imunisasi
Pilihan.

(2) Vaksin untuk Imunisasi Program dan Imunisasai Pilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua

Imunisasi Program

Pasal4

(1) Imunisasi Program terdiri atas:

a. Imunisasi rutin;

b. Imunisasi tambahan; dan

c. Imunisasi khusus.

(2) Imunisasi Program hams diberikan sesuai dengan jenis Vaksin, jadwal atau
waktu pemberian yang ditetapkan dalam pedoman Penyelenggaraan
Imunisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal5

(1) Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) huruf a
dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

(2) Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Imunisasi dasar; dan

b. Imunisasi lanjutan.

Pasa16 ...
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Pasal6

(I) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (2) huruf a

diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.

(2) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Imunisasi

terhadap penyakit yang meliputi:

a. Hepatitis B;

b. Poliomyelitis;

c. Tuberkulosis;

d. Difteri;

e. Pertusis;

f. Tetanus;

g. Pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza

tipe b (Hib); dan

h. Campak.

Pasal7

(1) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b

merupakan ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat

kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah

mendapatkan Imunisasi dasar.

(2) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Anak usia dibawah dua tahun;

b. Anak usia sekolah dasar; dan

c. Wanita usia subur (WUS).

(3) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Anak usia dibawah dua tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. difteri;

b. pertussis;

c. tetanus;

d. hepatitis B;

e. pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza

tipe b (Hib);dan

f. serta campak.

(4) lmunisasi ...
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(4) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Imunisasi terhadap penyakit campak;

b. tetanus; dan

c. difteri.

(5) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada bulan Imunisasi anak

sekolah (BIAS) yang cllintegrasikan dengan kegiatan usaha kesehatan

sekolah.

(6) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Wanita Usia Subur (WUS)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Imunisasi terhadap

penyakit tetanus dan difteri.

Pasal8

(1) Imunisasi tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan

pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai

dengan kajian epidemiologis pada priode waktu tertentu.

(2) Pemberian Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk melengkapi Imunisasi dasar dan / atau lanjutan pada

target sasaran yang belum tercapai.

(3) Pemberian Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menghapuskan kewajiban pemberian Imunisasi rutin.

Pasa19

(1) Imunisasi khusus dilakukan untuk melindungi seseorang dan masyarakat

terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.

(2) Situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persiapan

keberangkatan calon Jemaah haji/mnroh, persiapan perjalanan menuju

atau dari Negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar

biasa/ wabah penyakit tertentu.

(3) Imunisasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Imunisasi

terhadap meningitis meninqokokus, yellow fever (demam kuning) , rabies,

dan poliomyelitis.

Pasal10 ...
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Bagian Ketiga

Imunisasi Pilihan

PasallO

(1) Imunisasi pilihan dapat berupa Imunisasi terhadap penyakit yang meliputi:

a. Pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh pneumokokus;

b. Diare yang disebabkan oleh rotavirus;

c. Influenza;

d. Cacar air (varisela);

e. Gondongan (Mumps);

f. Campakjerman (Rubella);

g. Demam tifoid;

h. Hepatitis A;

i. Kanker leher Rahim yang disebabkan oleh Human papiUomavirus;

j. Japanese Enchephalitis;

k. Herpes zoster,

1. Hepatitis B pada dewasa; dan

m. Demam berdarah.

(2) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai Imunisasi Pilihan diatur dalam Pedoman

Penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII

PENYELENGGARAANIMUNISASIPROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasall1

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Imunisasi

Program.

(2) Penyelenggaraan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. perencanaan; ...
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a. perencanaan;

b. penyediaan dan distribusi logistik;

c. penyimpanan dan pemeliharaan logistik;

d. penyediaan tenaga pengelola;

e. pelaksanaan pelayanan;

f. pengelolaan limbah; dan

g. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal12

(1) Perencanaan Penyelenggaraan Imunisasi Program diIaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang -

undangan.

(2) Perencanaan Penyelenggaraan Imunisasi Program oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasional penyelenggaraan

pelayanan, pemeliharaan peralatan Cold Chain, dan Dokumen pencatatan

pelayanan Imunisasi.

Pasal13

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan usulan perencanaan Penyelenggaraan

Imunisasi Program kepada Pemerintah Pusat secara betjenjang melalui

Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi jumlah sasaran, kebutuhan

logistik, dan pendanaan Imunisasi Program di Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Usulan perencanaan Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Daerah

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri

Kesehatan melalui Direktur Jenderal paling lambat pada triwulan ketiga

utuk tahun berikutnya.

(3) Usulan perencanaan Penyelenggaraan Imunisasi Program Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

a. analisa ...
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a. analisa hasil evaluasi;

b. upaya yang sudah dilakukan; dan

c. rincian data sarana, prasarana, alat, tenaga, dan biaya.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Distribusi Logistik

Pasa114

(1) Logistik yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Imunisasi Program

meliputi:

a. Vaksin;

b. ADS;

c. safety box;

d. peralatan anafi1aktik;

e. peralatan Cold Chain;

f. peralatan pendukung Cold Chain; dan

g. dokumen pencatatan pelayanan Imunisasi.

(2) Peralatan Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri

atas:

a alat penyimpan Vaksin meliputi Cold room; freezer room, vaccine
refrigerator, dan freezer

b alat transportasi Vaksin meliputi kendaraan berpendingin khusus, cold
box, vaccine carrier, cool pack, dan cold pack; dan

c alat pemantau suhu, meliputi thermometer, tennograf, alat pemantau

suhu beku, alat pemantau / mencatat suhu secara terus menerus, dan

alarm.

(3) Peralatan pendukung Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f meliputi automatic voltage stabilizer (AVS), standby generator, dan

susku cadang peralatan Cold Chain.

Pasa115 ...
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PasallS

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan

pendistribusian logistik Imunisasi berupa Vaksin, ADS, Safety Box, dan

peralatan Cold Chain yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Imunisasi

program.

(2) Dalam penyediaan Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu

memperhatikan batas masa kadaluarsa.

(3) Penyediaan dan pendistribusian peralatan Cold Chain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi fasilitas kesehatan milik

Pemerintah Daerah.

(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. Vaksin, ADS, dan Safety Box dilaksanakan sampai ke lokasi tujuan; dan

b. Peralatan Cold Chain dilaksanakan sampai kelokasi tujuan (Puskesmas).

(5) Dalam hal terjadi kekosongan atau kekurangan ketersediaan Vaksin di satu

Puskesmas maka Pemerintah Kabupaten dapat melakukan relokasi Vaksin

dari Puskesmas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.

Pasal16

Dalam memenuhi kebutuhan Vaksin, Pemerintah Daerah mengusulkan

kebutuhan Vaksin melalui Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan.

Pasal17

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan:

a. perala tan Cold Chain, peralatan pendulrung Cold Chain, peralatan

anafilaktik, dan dokumen untuk pencatatan pelayanan Imunisasi sesuai

dengan kebutuhan; dan

b. ruang untuk menyimpan peralatan Cold Chain dan logistik Imunisasi

lainnya yang memenuhi standard dan persyaratan.

(2) Peralatan Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kecuali

alat penyimpan Vaksin.

(3) Peralatan ...
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(3) Peralatan Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cold
box, vaccine carrier, cold pack, thermometer, tenrwgraf, alat pemantau suhu

beku, alat pemantau/ pencatat suhu secara terus - menerus, alarm, dan

kendaraan berpendingin khusus.

(4) Peralatan pendukung Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi automatic voltage stabilizer (AVS), standby generator, dan

suku cadang peralatan Cold Chain.

(5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penelistribusian ke seluruh

puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain diwilayahnya meliputi:

a. Vaksin;

h. ADS;

c. Safety Box;

d. peralatan anafilaktik;

e. dokumen pencatatan pelayanan Imunisasi; dan

f. dokumen suhu penyimpanan Vaksin.

(6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu memenuhi tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat membantu

penyediaan peralatan agar kualitas Vaksin tetap teIjaga dengan baik.

Pasal18

(1) Penyediaan dan pendistribusian logistik untuk Penyelenggaraan Imunisasi

program dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.

(2) Pendistribusian Vaksin harus dilakukan sesuai standar untuk menjamin

kualitas Vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal19

(1) Pada kondisi tertentu, Pemerintah Daerah berhak menarik Vaksin yang

beredar eli fasilitas peJayanan kesehatan.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa adanya

kebijakan nasional dan I atau hasil kesepakatan intemasional.

Pasa120 ...
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Pasal20

Menetapkan logistik lain yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Imunisasi

program sesuai dengan perkembangan teknologi dan efektifitas efesiensi

pencapaian tujuan program Imunisasi.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pemeliharaan Logistik

Pasal21

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pemeliharaan

logistik Imunisasi Program di wilayah ketjanya.

Pasal22

(1) Untuk menjaga kualitas, Vaksin hams disimpan pada tempat dengan

kendall suhu tertentu.

(2) Tempat penyimpan Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

diperuntukkan khusus menyimpan Vaksin saja.

Bagian Kelima

Tenaga Pengelola

Pasa123

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola

untuk Penyelenggaraan Imunisasi Program.

(2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengelola

program dan pengelola logistik.

(3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi

kualifikasi dan kompetensi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan

pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal24 ...
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Bagian Keenam

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal24

(1) Pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan secara masal atau

perseorangan.

(2) Pelayanan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keluarga untuk

meningkatkan akses pelayanan Imunisasi.

(3) Pelayanan Imunisasi program secara massal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan di posyandu, sekolah, atau pos pelayanan Imunisasi

lainnya.

(4) Pelayanan Imunisasi program secara perorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal25

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

Imunisasi program, wajib menggunakan Vaksin yang disediakan oleh

Pemerintah Pusat.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

berdasarkan alasan medis yang tidak memungkinkan diberikan Vaksin yang

disediakan oleh Pemerintah Pusat yang dibuktikan oleh surat keterangan

dokter atau dokumen medis yang sah.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif

berupa:

a. teguran tertulis; dan / atau

b. pencabutan izin.

Pasal26

(I) Pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin hams direncanakan oleh fasilitas

pelayanan Imunisasi secara berkala dan berkesinambungan.

(2) Perencanaan ...
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Bagian Keenam

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal24

(1) Pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan secara masal atau

perseorangan.

(2) Pelayanan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keluarga untuk

meningkatkan akses pelayanan Imunisasi.

(3) Pelayanan Imunisasi program secara massal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan di posyandu, sekolah, atau pos pelayanan Imunisasi

lainnya.

(4) Pelayanan Imunisasi program secara perorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit, puskesrnas, klinik, dan fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal25

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

Imunisasi program, wajih menggunakan Vaksin yang disediakan oleh

Pemerintah Pusat.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan alasan medis yang tidak memungkinkan diberikan Vaksin yang

disediakan oleh Pemerintah Pusat yang dibuktikan oleh surat keterangan

dokter atau dokumen medis yang sah.

(3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif

berupa:

a. teguran tertulis; dan / atau

b. pencabutan izin.

Pasal26

(1) Pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin harus direncanakan oleh fasilitas

pelayanan Imunisasi secara berkala dan berkesinambungan.

(2) Perencanaan ...
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(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jadwal

pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan pelaksanaan pelayanan Imunisasi.

Pasa127

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional

untuk pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin dan Imunisasi tambahan

di puskesmas, posyandu, sekolah dan pos pelayanan Imunisasi lainnya.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:

a. transportasi dan akomodasi petugas;

b. bahan habis pakai;

c. penggerakan masyarakat;

d. perbaikan serta pemeliharaan peralatan Cold Chain dan kendaraan

Imunisasi;

e. distribusi logistik dari Daerah kabupaten sampai ke fasilitas pelayanan

kesehatan; dan

f. pemusnahan limbah medis Imunisasi.

Pasal28

(1) Pemerintah Daerah dan jajarannya bertanggung jawab menggerakan peran

aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Imunisasi program.

(2) Penggerakan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pemberian informasi melalui media cetak, media sosial, media elektronik,

dan media luar ruang;

b. advokasi dan sosialisasi;

c. pembinaan kader;

d. pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah; dan / atau

e. pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal29

Pelayanan Imunisasi Program dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.

Pasa130 ...
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Pasal30

Proses pemberian Imunisasi harus memperhatiakan:

a. keamanan, mutu, dan khasiat Vaksin yang digunakan; dan

b. penyuntikan yang aman (safety injection) agar tidak terjadi penularan

penyakit terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan

Imunisasi dan masyarakat serta menghindari teIjadinya KIPI.

Pasal31

(1) Sebelum pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan harus

memberikan penjelasan tentang Imunisasi meliputi jenis Vaksin yang akan

diberikan, manfaat, akibat apabila tidak diimunisasi, kemungkinan

teIjadinya KIPI dan upaya yang harus dilakukan, serta jadwal Imunisasi

berikutnya.

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat

bantu seperti media komunikasi massa.

(3) Kedatangan masyarakat ditempat pelayanan Imunisasi baik dalam gedung

maupun luar gedung setelah diberikan penjelasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan persetujuan untuk dilakukan

Imunisasi.

(4) Dalam pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan harus melakukan

penjaringan terhadap adanya kontra indikasi pada sasaran Imunisasi.

Pasal32

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang -

halangi Penyelenggaraan Imunisasi Program dapat dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Limbah

Pasal33

(1) Rumah sakit, puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

ada di Kabupaten Kutai Timur yang menyelenggarakan Imunisasi

bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah Imunisasi sesuai dengan

persyaratan dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Dalam '"
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(2) Dalam hal Penyelenggaraan Imunisasi dilakukan oleh dokter atau bidan

praktek perorangan, pemusnahan limbah vial dan / atau ampul Vaksin

harus diserah keinstitusi yang mendistribusikan Vaksin.

(3) Dalam hal pelayanan Imunisasi program yang dilaksanakan diposyandu dan

sekolah, petugas pelayanan Imunisasi bertanggung jawab mengumpulkan

limbah ADS kedalam Safety Box, vial dan / atau ampul Vaksin untuk

selanjutnya dibawa kepuskesmas setempat untuk dilakukan pemusnahan

limbah Imunisasi sesuai dengan persyaratan.

(4) Pemusnahan limbah Imunisasi harus dibuktikan dengan berita aeara.

Bagian Kedelapan

Pemantauan dan Evaluasi

Pasa134

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi

Penyelenggaraan Imunisasi Program secara berkala, berkesinambungan dan

beIjenjang.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan Imunisasi.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan menggunakan instrumen.

a. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk pemantauan dan analisis

eakupan;

b. Data Quality Self Assessment (DQS) untuk mengukur kualitas data;

c. Effective Vaccine Management (EVM) untuk mengukur kualitas

pengelolaan Vaksin dan alat logistik lainnya;

d. Supervisi suportif untuk memantau kualitas pelaksanaan program;

e. Surveilens KIPIuntuk memantau keamanan Vaksin;

f. Recording and Reporting (RR) untuk memantau hasil pelaksanaan

Imunisasi;

g. Stock Management System (SMS) untuk memantau ketersediaan Vaksin

dan logistik;

h. Cold Chain Equipment Management (CCEM)untuk inventarisasi peralatan

Cold Chain;

i. Rapid ...
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1. Rapid convenience assessment (RCA)untuk menilai secara cepat kualitas
pelayanan Imunisasi;

j. survei cakupan Imunisasi untuk menilai secara eksternal pelayanan
Imunisasi; dan

k. pemantauan respon imun untuk menilai respon antibodi hasil pelayanan
Imunisasi.

Bagian Kesembilan

Pengaturan LebihLanjut

Pasal35

Ketentuan Iebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Imunisasi Program diatur
dalam pedoman Penyelenggaraan Imunisasi yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN lMUNISASI PILIHAN

Pasal36

(1) Pelayanan Imunisasi Pilihan hanya dapat dilaksanakan oleh fasilitas

pelayanan kesehatan berupa:
a. rumah sakit Pemerintah / swasta;
b. klinik; atau
c. praktik dokter.

(2) Pelayanan Imunisasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh dokter atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.

Pasal37

(1) Setiap proses pemberian Imunisasi Pilihan harus memperhatiakn
keamanan, mutu, dan khasiat Vaksin yang digunkan sesuai dengan standar
yang berlaku.

(2) Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari industri
farmasi atau pedagang besar farmasi yang memiliki izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.

(3) Dikecualikan ".
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(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi praktik dokter harus memperoleh

Vaksin dari apotek yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan.

Pasal38

Penyelenggaraan Imunisasi Pilihan harus bertanggung jawab terhadap

pengelolaan limbah Imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan peraturan perundang - undangan.

BABV

PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KIP!

Pasal39

Dalam rangka pemantauan dan penanggulangan KIPI, Bupati membentuk Pokja

terdiri atas unsur:

a. dokter spesialis anak;

b. dokter spesialis penyakit dalam; dan

c. perwakilan lintas sektor terkait.

BABVI

PEMBENTUKAN KELOMPOKKERJA

Pasal40

(1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:

a. Ketua Pelaksana;

b. Ketua I;

c. KetuaII;

d. Sekretaris;

e. Koordinator Bidang Komunikasi Informasi Edukasi;

f. Koordinator Bidang Medik;

g. Koordinator Bidang Investigasi;

h. Koordinator Bidang Hukum dan Humas;

1. Sekretariat; dan

J. Anggota.

(2) Pokja ...
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(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal41

(1) Pembiayaan operasional Pokja dibebankan pada anggaran pendapatan
belanja Daerah.

(2) Pemantauan dan penanggulangan KIPI harus dilaksanakan melalui
kegiatan:

a. surveilans KIPIdan laman (website)keamanan Vaksin;

b. pengobatan dan perawatan pasien KIPI;dan

c. penelitian pengembangan KIPI.

Pasal42

(1) Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan terjadinya KIPI,harus segera
melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan
pelayanan Imunisasi atau Dinas Kesehatan.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan Imunisasi
atau Dinas Kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)harus melakukan investigasi.

(3) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera
dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi.

(4) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)kepada KomdaPP KIPIProvinsi.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan melalui
laman (website)keamanan Vaksin.

(6) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kajian
etiologilapangan oleh KomdaPP KIPIdan kajian kausalitas oleh komnas PP
KIPI.

(7)Hasil ...



22

(7) Hasil kajian KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada

menteri melalui direktur jenderal pada kementerian kesehatan bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit dan diumpan batik kepada Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal43

(1) Pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KlPI diberikan

pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian

kausalitas KlPI berlangsung.

(2) Dalam hal gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai gangguan kesehatan akibat KIPI, maka pasien

mendapatkan pengobatan dan perawatan.

(3) Pembiayaan untuk investigasi dan kajian kasus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah, serta sumber

pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.

(4) Pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seseorang

yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber

pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal44

(1) Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi atau melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang Imunisasi.

(2) Penelitian dan pengembangan di bidang Imunisasi dilakukan melalui

keIjasama unit keIja pada kementerian kesehatan yang memiliki tugas dan

fungsi dibidang penelitian dan pengembangan kesehatan, para ahli, dan

lembaga penelitian lain.

(3) Penelitian ...
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(3) Penelitian dan pengembangan dibidang Imunisasi dapat berupa penelitian

dan pengembangan terkait Vaksin, kekebalan dari Vaksin yang diberikan,

manajemen program, sumber daya manusia, dan dampak kesehatan

masyarakat.

(4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3) diutamakan untuk kemandirian dalam negeri dalam rangka

memenuhi penyelenggaraan dan keberlanjutan program Imunisasi serta

kebutuhan Vaksin.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal45

(1) Masyarakat termasuk swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan

Imunisasi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diwujudkan melalui:

a. penggerakan masyarakat;

b. sosialisasi Imunisasi;

c. dukungan fasilitas penyelenggaraan Imunisasi;

d. keikutsertaan sebagai kader; dan / atau

e. turut serta melakukan pemantauan Penyelenggaraan Imunisasi.

BABIX

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal46

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

Imunisasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin dan

berkala serta bexjenjang melalui Dinas.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

cakupan Imunisasi, stok dan pemakaian Vaksin, ADS, Safety Box,

monitoring suhu, kondisi peralatan Cold Chain, dan kasus KIPI atau di duga

KIPI.

Pasal47 ...
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Pasal47

(1) Pelaksanaan pelayanan Imunisasi harus melakukan pencatatan terhadap

pelayanan Imunisasi yang dilakukan.

(2) Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin dilakukan dibuku kesehatan ibu dan

anak, buku kohor ibu / bayi / balita, buku rapor kesehatanku, atau buku

rekam medis.

(3) Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin yang dilakukan di fasilitas pelayanan

kesehatan swasta wajib dilaporkan setiap bulan ke puskesmas wilayahnya

dengan menggunakan format yang berlaku.

(4) Pencatatan pelayanan Imunisasi tambahan dan khusus dicatat dan

dilaporkan dengan format khusus secara betjenjang melalui Dinas.

BABX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal48

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

Penyelenggaraan Imunisasi yang dilaksanakan oleh seluruh fasilitas

pelayanan kesehatan secara berkala, beIjenjang, dan berkesinambungan.

(2) Dalam hal pengawasan terhadap Vaksin untuk Imunisasi di Daerah, selain

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas juga dilakukan oleh

kepala badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang

pengawasan ohat dan makanan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Imunisasi.

BABXI

PEMBERIAN SERTIFlKAT

Pasal49

(1) Pemberian sertifikat Imunisasi untuk bayi, desa / kelurahan / puskesmas

yang telah mencapai target sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan.

(2) Pemberian ...
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(2) Pemberian sertifikat untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

telah mendapat Imunisasi Dasar Lengkap.

(3) Pemberian sertifikat untuk desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) jika prosentase jumlah bayi yang telah mendapat Imunisasi Dasar

Lengkap di desa / kelurahan yang bersangkutan minimal mencapai delapan

puluh persen (80 0/0).

(4) Pemberian sertifikat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi

Puskesmas yang seluruh wilayah kerjanya / Kelurahan telah mencapai

target Universal Child Immunization.

(5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)

sertifikat bagi yang di tanda tangani oleh Kepala UPT Puskesmas setempat

dan desa. / kelurahan serta puskesmas di tanda tangani oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUANPENUTUP

Pasal50

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATIKUTAITIMUR,

ttd

ISMUNANDAR
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAITIMUR~

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Waluyo eryawan. SH
Pembina TK. I/IVb

NIP. 19670908 199403 1 003
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LAMPlRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN lMUNISASI

PEDOMAN PENYELENGGARAAN lMUNlSASI

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu

diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam UUD 1945 melalui pembangunan nasional yang

berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan

pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber

daya manusia yang sehat, terampil dan ahli, serta disusun dalam satu

program kesehatan dengan perencanaan terpadu yang didukung oleh data

dan informasi epidemiologi yang valid.

Pemberantasan penyakit menular sangat sulit karena penyebarannya

tidak mengenal batas wilayah administrasi. Imunisasi merupakan salah

satu tindakan pencegahan penyebaran penyakit ke wilayah lain yang

terbukti sangat cost effective. Dengan Imunisasi, penyakit cacar telah

berhasil dibasmi, dan Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar pada

tahun 1974.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesebatan,

Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya

penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas

Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen

pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)

khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.
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:':',>\~~';fiditiya tidak dikenal (h1eiriang belum ida; .'~tau.sud~h'.a:6a tefapi

·".::::,::,p¢l1y¢lJaranhya. sfuigat terbatns; atau Stidah' ada" tetapi. tidak .
. '-, " .'_ .

'f#~iIjiII=g:=:::~~=:::.:::tiS~t@kiiologi,
.. :u~eiiyei~ngga:ri1~fitrllunisasi" terns .~erlfeinblilig. ~anhmt,:Jftin 'dengan
. ,,:·p~~embangrut vakSlD. bidii· (R6tavirus;· Japanese Etic~phtilitiS,

. :~" ~~4
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Perlyelenggaraan Imunisasi mengacu pada kesepakatan-kesepakatan
. 'ii1~mllsiofia1 Wituk pencegahan dan pemberantasan penyakit, antara

. :··lM'fi:

1. 'wHO melalui WHA tahun 2012 merekomendasikan .rencana aksi
.'glohal· tahun 2011...:2020" menetapkan cakupan Imunisasi nasional

. mlfiiblal 90%, cakupan Imunisasi ill Kabupaten minimal 80%,

. ¢rtttUkasf.P01i<> taboo 2020; eliminasi eampak dan rubela serta Introduksi. '. ....

.vaks.in barn;

., 2.. Mefuperlithafika:ll status Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal
(:STMN);

. .:'3. :....HiijioatuUi dati WHO .dalam global' health sector striitegy on viral
.::._:::.'::--':,h¢Pdfili$ .20g0 target eliminasl virus'. hepatitis termasuk virus

':.;.: : ' '_h{l~iitl&B;
':'i'4'i ,:WH(;jll.tNi¢EFlUNFPA tahtrn 1999 tentang Joint statement on the
.':". . .: tr$i!o!Atltodlsttbl~Syringe in ImmuniZdtibrt Services;

" :.'::~•.-,_Koii~E!fi~nliakAilak: .Indonesia telah meratifikasi .KonveftSi Hak ADak

" 'J:lefig~ti ~ptifusari Presiden Nomor 36, Tahun i999·· tertanggal 25
.. ,.AgUStill;, •i990,· yafig beiisi antara lain .tentang halt· anak untuk

..• ; ;6>' =:t!~:=p~~=;:nOO:~S:databoo 2()OO yang

0:' . .

'. :...~: : tllihlijtltkah dengan SJistdiftuble.tJeveiop~ent Goals. (800s) 2016"

,:.203p·
'::;:';1. :lt~olusiRegional Col$.rt11ftee, 28 Mel aoi2 tentang E]jfijjftasi Campak

".:dan .:·pefig~fida1iati·Rtib(4a~ ilietides~ fieg&ni"fi~g~:;~·Mtggotauntuk
... .'.' , ...• . Iim~. ;0' cmft illt . pada . tahun :!015 dan . tneiakukai1....:::U~~~t~~:ja;

. .

..' .:8. ,."WHb~tJitllcEF thliun 2010 ten:iang Joint Statement .bh E/Jective
VdcCitte Mtlnagerntmt itiitidtive.

' . .' ..

. .,
..... .: ~\
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1~ Tlijtiah Umum

Turunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat
Perlyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasl (PD3I).

. 2.·· Tujiiah Khusus

a. Tereapainya oakupan Irnunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi
sesuai target RPJMD dan RENSTRA Dinas Kesehatan Kutai

Timur.
b. Tercapainya Universal Child Immunizanon/UCI (Prosentase

tiiifiifi11118o% bayi yang mendapat IDL disuatu desa/kelurahan)
illseltd:uli d.esa/keljirtilian.

c. -fercapairiya target linuni~asi Ianjutan pada anak umur di bawah
dna tahun (badtita) dan pada anak usia sekolah dasar serta
Wafiitil·Usia Subur (WUS).

d~ T~tcapairi.ya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang
dapat' dieegah dengan Irnunlsasi.

e. Tefcapainya perlindungan optimal kepada masyarakat yang
akan berpergiart ke daerah endemis penyakit tetlefitii

.t Terselenggartfuya pemberian Jmunisasi yang aman serta
...petigeloi~aii limbah medis (safety iryectibn practiSe and waste

..... ...dISposal mctttagemerlt)

.C•....·ie~ijakan
. J ....

lJerbagru 'kebijakai1 telah ditetapkan untuk . meneapai
tujuan penyelehggaraail.Imhnisasl yaittk'

i •..l'eiiyelenggaraan Itniliimasi·· dilaksanakah· oleh peDierlftt:ah ·dAerahj

swasta dan masyarakat, dengan· D;u~mp~rlaIiankan prinsip
. ket~tpttd~ah:. afttiirapihak terkait,

.' ..

. ':l!. MengupayahIi p@irietataan jarigkintan pelayat:hlh Imtinisasi dengan
. •-ffi@llba,tkan b~t1>agats~~ofterkatt,

'··3. 'Mebgttpayaltilfi ktiaIitM peIayruuUl ,yang beftfiutu~
pefiyeienggaraan . .melalui
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D. Stfi1tegi
1. Perlingkafun cakupan Imunisasi program yang tinggi dan merata

.melalui:

a. penguatan t>WS dengan memetakan wayah berdasarkan
cakupan dan analisa masalah untiik menyusun kegiatan da1am
rangka mengatasi permasalahan setempat,

b. meb.Yiapltan somber daya yang dibutuhkan termasuk tenaga
yaft~ terampil, logistik [vaksin, alat suntik, safety box dan cold
chdln terstandar), biaya dan sarana pelayanan.

c. teFjaganya kualitas dan mum pelayanan.
d, pendekatan keluarga .sebagai upaya untuk meningkatkan

'.jaiigkati~n sasaran dan mendekatkan akses pelayanan
ii1iuriis~sidi wilayali kerJii Puskesmas.

. e. .:pemberdayaan masyarakat melalui Tokoh Agarlia, Toko
.Masyaralmt, PKK, aparat desa dan kader sehingga masyarakat

...b:tau dart mampu menjangkau pelayanan Imunlsasi,
t•...'peffierataan jangkauan terhadap semua desa/kelurahan ·yang

. : sUItt ~Uititiilak tetjafigkatJ pelayanan.
g. . pelij:ijgimtIDl dan pemerataan jangkauan .pelayanan, .baik yang

. ;_:.< ~i6rl~t maupun yang fuenjangRtill Itlllsyarakat di daerah sulit,

h~:pelli~kan sasarM yang belum atau tidak lengkap 1tl~tJ.dapatkafi
..........-palhYafian. ·ltiiumsasi ·(De/tiulter Tracking) dllktifi·· dehgan upaya

. .: ..•..hi-tip but FolloiV up (fiOFli) dan sweeping
•• '.;" "" "::.::' " " "0 " " "" - _"

~~.. M~,iftbartgun kemltraan dengan lintas sektor, linms program,
... uOrgafiisAsl profes], k~masyatakabiii dan keag~~aM1 dalam

Alt~tilligbtkim ·k.tumtitas serta ktt~tas pelayanan Imunisasi. .
3.' M:~iMdikan advokasi, s(jSi~asi,. daD pembinaan secara terns...

. <Iii~fterut;·
" " " "" .

: '.

4- ~~~aga kesifiamottfigan·· :pr6grmn, .•balk pereneanaan: maupun
...-ahggatah (AFRD, LSM dan tfiasyMilit) ..

.S~ '. MtlmlJtiiikaii pethanail kliUS\is-lllitult :-wiiayal1 . rawan s081a1. dan
.... r~'\Ydn penyaklt (KLB)~

h1~td.ks,~akan. k~sepakatati .gIobah ,Efadlltasi· P6U6j Elifumasl .Tetanue
MitetrlM dan Neonata1~ EljrnitiasJ CAmpak dan Rtibel
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BABII
JENlS OAN JADWAL IMUNISASI

A. Imunisasi Program
Imuntsasi Program adalah Imunisasl yang diwajibkan kepada

. seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi

yang bersangkutau dan masyarakat .sekitarnya dati penyakit yang
dapat .dieegah dengan Imunisasi. Imunisasi Program terdiri atas

ifutifiisasl moo; Imunisasi tambahan, dan Imunisasi khusus.
, .Imunisast diberikan pada sasaran yang sehat untuk itu sebelum

-.p~filberl8ii lIIitibisasi diperlukan skrining untuk menilai kondisi
sa~aran.

, 'Pr6ijedur skrlti.ing sasaran meliputl:
,'t~'•.'i{6fitlisi sasaran;

, .,2. ,.,Je:tl:isdclli'manfaatVaksin yg diberikan;

.a~,'.Altiblii bila. tidak dilmunisasi;
.·4~ ··:KeMilligkmaD. 1<IPI daft upaya yang harus dilakukan; dab

• 5.' Ja:dwaitlIiUhisasi berikutnya •

.•.:Gambar i. Sistematika Shining Pemberian 'Imunlsasi

"_ ' - . . ",', .~-
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